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bahwa untuk menjamin  keberhasilan dan kepastian usaha dalam pelaksanaan
pembancunan, pengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit melgly; pola
kemitraan Krecit Koperasi Primer Untuk A ngeotanva (KKPA) di Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Batang Hari dengan melibatkan perusahaan perkebunan besar sebagai Inti
dan petani peserta sebagai anggotanya perlu dibuat pengaturannya

bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan
Kelapa Sawit Polg Kemitraan Pemanfaatan Kredit Kaperasi Primer Untuk Anggotanya
{(KKPA) di Kabupaten Daerah Tingkat T Batang Hari dengan svatu Peraturan Dasrah

Undang—\mdang Nomor 12 Tahun 1956 fentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Neoara
RT Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1965 (1 embaran Negara Tahun 1965 Namaor 55) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Sarolanoun Bangko dan Daerah Tingkat IT Tanjung Tabung

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratran Dasar-Pokok-pokok Aoraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) :

Undang-undano Nomor 5 Tahun 1967 fentang Ketermtuan Pokok Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1067 Nomor 82) ;

. Undang-undane Nomer 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33)

tentang Penanarman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1970 (Iembaran Negara RT Tahun 1970 Nomor 4y .

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1674 tentang Pokek-nolkok Pemerintahan di Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38) ;

6. Undang-undang .
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6 I,Tndan;;»undan;_: Nomor 12 Tahun 1907 tentane  Sistim Budidavya Tanaman
(Lembaran Negara Tahup 1992 Nomor 46}

7. Undang-undaﬁgg Nomar 25 Tahun 19097 tentang Perkaperasian (T.embaran Negara
Tahun 1009 Nomar 114) :

8 T,Tndang—undang Nomor 9 Tahun 1905 tentang Usaha Keejl (Lembaran Negara Tahun
1995 Namar 74) -

£ 9 Peraturan Pemerintah Ry Nomor 22 Tahun 1975 fentang Penverahaq Sehagian
Hrisan Pemerintah Praat di Bidang Perkebuinan Regar kepada Daerah Tingkat 1
(Tembaran Negara Tahyn 1974, Nomor 38y -

10 Peratyran Pemerintah Ry Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor Bi) =

1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1091 tentang
Konsolidag; Tanah :

12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts./K’B-!20/10/96 tanggal 22 Oktober
1996 tentang Perizinan Usaha Perkebunan 2
~ 13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/KPTS/KR 510/08 tanggal 19 Pebruari 1908
tentang Pembinaan dan Pengendalian Perkebunan Pola Perusahaan Int Rakvat -

"4 Keputusan Bersama Menteri Pertanian (an Menter Koperasi dan PPK Nomor
Z}_{KQ@Q{_EJ_@Q{}_@_@_& fangeal 26 Pebruari 1008 tentang Pembinaan

01/SKB/M/I1/100R

Pengembangan KUD Dibidang Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Pemanfaatan
Kredit Koperas; Primer Untyk Anggotanya (KKPA) -

5. Surat Keputusan Direles; Bank Indonesia Nomor 22/21/KEP/Dir tangeal 29 Janyuari
1999 tentang Penvempurnaan Sistim Perkreditan :

16 Surat Keputusan Direktyr Jenderal Perkebunan Nomor 11 /KB.740 / $K /Dj Bun
/03 04 tangeal 21 Maret 1994 tentang  Sistim Penilaian Fisik Kebun  Untuk
Pengalihan Kebun Plasma Polg PIR-TRANS Kelapa Sawit -

17 Surat Keputnsan Direksi Rank Indonesia Nomor 28/69/K ep/Dir tanggal 26 Juli 1904
tentang Pemberian Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya dengan Pola
Perusahaan Inti Rakvat Transmigrasi  dalam rangka  pembukaan pemukiman
fransmigrasi hagy d; kawasan Timur Indonesia -

18 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3 I745/KEP/DIR tangeal 10 Jyni
1998 tentang Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 17 Batang Hari.

MEMUTUS KAN

Menetapkan - PERATIURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BATANG HART
TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMB ANGUNA’N_\ PENGEMBANGAN
DAN PEMBINA AN PERKEB UNAN KELAPA SAwW] T POLA KEMITRAAN
PEMA NFAATAN KREDIT KOPERAS] PRIMER UNTUK ANGGOTANY A
(KKPA)DI KA BUPATEN DAERAH TINGKAT 11 RATANG HART
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BAB 1
KETENTUAN U] MUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Daerah inj yvang dimaksud dengan -

e}

S

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Batang Hari

Tim Pembina Provek Perkebunan Daerah Tingkat 17 selanjutnya disingkat TP3D
T adalah Tim Pembina Proyek Perlehinan Daerah Tingkat 11 Batang Hari vang
dilketnai oleh Bupati Kepala Daerah

Dinag Perlebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Batang Hari

Dinas  Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah adalah Dinas  Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat I Batang Hari .

Dinas Kehutanan adalah Dingg Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang
Hari.

Pembancunan dag Pengembangan Perkebunan Pola Kemitraan Pemanfaatan
Kredit Koperasi Primer untyk Anggaotanya yang selanjutnya disehuyt Pola
Kemitraan KKPpA adalah  suatu  bentnk kerjasama pembangunan  dan
pengembangan perkebunan dengan mengaunakan perkehunan hesar sebagai int
yang membimhing perkebnnan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui
lembaga Lkoperasi dalam suaty sistem kerjasama vang saling menguntungkan,
saling mengisi_ utyh dan berkesinamhzmgan,

Bank Lepada Koperasi Primer yntuk diteruskan kepada anggota-angeota guna
membiavai usahg angeota vang produktif

KKPA adalah kradit investasi dan atay kredit modal kerja yane diberikan oleh

Perusahaan Tni adalah perusahaan besar. perusahaan menengah, atau hadan

usaha milik negara/daerah atan koperasi yang telah memenhi persyaratan yntyk

melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan yanz bertindak sebagai inti pada
ola Kemitraan KKPA

Kebun Plasma adalah areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta
dengan tanaman kelapa sawit oleh perusahaan inti dengan menggunakan fasilitas

KKPA.

Petani Peserta Plasma adalah petani yang menjadi anggota Koperasi memiliki
lahan dijadikan kebyn plasma.

Kelompok Tani adalah wadah atay kumpulan petani peserta yang dipimpin
seorang ketua/kontak tani. terikat secara informal dalam syaty wilayah hamparan
atas dasar keserasiap dan kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk
mencapai tijuan hersama.

m. Kemitraan
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Kemitraan dibidang perkebunan  adalah hubunean kerjasama dibidang
rembancunan dan pengembangan usaha perkebunan antara Koperasj dengan
Perusabaan Ingi disertai pembinaan Perusahaan 1ng kepada Koperasi, vang
dijiwai prinsip saling  memerlukan. saling memperkyat dan  saling
menguntungkan.

Perjanjian Kerjpsama adalah perjanjian kerjasama kemitraan untyk pembangunan
dan Pengembagioan kebun plasma antara koperasi dengan perusahaan int; vang
mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing

Bank Pelaksama adalah hapk yang dapat membherikan kredit KKPA sesyaj
ketentuan Bank Indonesia.

Akad Kredit Adalah rerianjian pinjaman antara hanlk pelaksana dengan petani
pesertakoper§li plasma untyk pembangunan kehyn plasma.

Kredit adalaly' biaya pembangunan kehun plasma vang telah ditetapkan untuk
meniadi hntang petan; peserta plasma.

Avalis adalah jaminan pernsahaan inti tentang kredit dan pembangunan kebyn
kelapa sawit sebelm pengalihan kehun dan sehagai penjamin pemasaran TRS
petani sebagai ansiran kredit,

Perinde Pembangunan kebyn kelapa sawit Pala Kemitraaan KKPA adalah suaty
periode pembaneunan perkebunan yang melipnti maga persiapan, masa
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan

Masa persiapan adalah jangka waly yang diperlukan untylk kegiatan perizinan.
penyediaan lahan dan Persyaratan administrasi lainnva.

Masa pelaksanaan adalah jangka waky pembangunan kebun plasma oleh
perusahaan inti sampai kebun memasyki masa produksi dan memenuyh; ketentuan
teknis vang ditetapkan

Masa Pasca pelaksanaan adalah jangka wakty setelah selesai masa pelaksanaan
pembangunan dan kebun telah menjadi tanggung jawab penyh petani peserta

plasma,

Kebun plagma vang dapat dialihkan kepada petani Peserta adalah kebyn plasma
vang telah Iulus selekei memenuhi kriteria standar toknis vang telah ditetapkan.

Konsolidasi tapah adalah kebijaksanaan Pertanahan mengenai penataan kembal;
penguasaan  dan Penggunaan  tanah serta vasaha pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan. untyk meningkatkan kunalitas lingkungan dan
pemilikan sumber daya alam dengan melibatkan Partisipasi aktif masyarakat

Pasal 2

Pola Kemitraan KKPA merupakan saty, paket pembanaiinan dan penzembangan
wilayah perkebunan yang utuh yang terdiri dari -

a. Komponen Utama

I Pembangunan kebun Inti.
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2. Pembangunan kebun plasma termasuk prasarana jalan yang dibiavai
dengan dana KKPA

5

\‘.

Pembangumnan Pahrik Pengolahan TRS.

b Komponen Penunjang meliputi peningkatan knalitas manajemen koperasi dan
kwalitag kelompok tani

(2) Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin keutuhan

dan knalitasnya baik pada masa persiapan | pelaksanaan, maupun pasca
pelaksanaan guna kelangsimeaan saha.

Pasal 3
Periode pembangunan kehun kelapa sawit maksimum 153 Tahun dengan rincian -
I tahun masa persiapan.
4 tahun masa pelaksanaan
10 tahun masa pasca pelaksanaan

BAB I
TUJUAN DAN SASAR AN

Pasal 4

Tujuan Pembangunan _ Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit
Pola Kemitraan KKPA -

L,

i
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Meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani peserta melalui pengembangan
dibidang usaha perkebunan

Meningkatkan nsaha koperasi melalui hubungan kemitraan

Memberdavakan koperasi agar mampu memanfaatkan peluang bisnis diwilayah

pengembangan kebun plasma.
Meningkatkan pembinaan dan pengendalian dalam pembangunan perkebunan
Pasal 5

Sasaran pembangunan, pengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit

Pola Kemitraan KKPA -

L.

19

Terwujudnya kesadaran dan kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaan
vang dilakukan secara kooperatif Jauh lehih produktif dan efisien dalam
3 D a.

pengembangan usaha perkebunan

Terwujudnya hubungan kemitraan antara koperasi/petani peserta dan perusahaan

inti.

3. Terwujudnya

|
7.9
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3. Terwujudnya usaha tani perkebunan rakyat yang efisien dengan produktivitas vang
optimal dan mempunyai daya saing tingai

BAB 11
PENYEDIAAN [ AHAN

Pasal 6

(1) Lahan peruntukan pembangunan perkebunan pola kemitraan KKPA adalah milik
petant dan hatus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, vang harus diserahkan
prengelolaan kepada Perusahaan Inti

(2) Pembangunan perkebunan dengan pola kemitraan tidak berada didalam kawasan
hutan. sesuai dencan perahn'an/penmdang—undangan vang berlaku dan apabila
lahan calon petani peserta plasma berada dikawasan budidaya pertanian dan non
pertanian namun terletak diareal kerja HPH _ mala diperhukan proses pelepasan
Kawasan Hutan kepada Menhutbun

(3) Sumbangan tanah untuk  pembangunan (STUP) kebun kelapa sawit guna
keperluan  sarana, prasarana dan fasilitas umum. keperluan sosial dan
pembangunan ekonomi dacrah termasuk kehun inti dari calon petani peserta
plasma yang ditetapkan herdasarkan kesepakatan antara calon petani peserta
plasma / koperdsi dencan perusahaan inti denean lnasan maksimum 30 % dari
luas lahan yang diserahlean petani penggunaan diatur oleh Pemerintah Dacrah,

(4) Luas kapling vang ditetapkan dalam pola kemitraan KKPA adalah 2 bektar atau 4
hektar dengan catatan hiaya pembapgunan kebun tidak melebihi piafon kredit

maksimal per erang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

BAB 1V
PERSYARATAN PETAN] PESERTA

Pasal 7

Untuk  menjadi petani peserta pola kemitraan KKPA harus  memenuhi
bersyaratan sebagai berikut -

[y

Memiliki Kartu Tanda Penduduk /KTP dan KK vang berlaku.

o

Memiliki Kartu Tanda Anggota Koperasi.
3. Membuat surat pernyataan kesediaan menjadi peserta KKPA .

4 Membuat surat pernyataan/persetujuan tentang konsolidasi tanah dan bersedia
tanahnya didesign/rekapling sehingga akan terfadi perubahan bentuk, Iuas dan
letak.

S. Bersedia menyumbangkan sebagian tanahnya untuk STUP (Sumhangan Tanah
Untuk Pembangunan) dan membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah
vang disumbangkan tersebut

6. Selama dalam pelaksanaan konsolidasi tanah sampai dengan pelunasan kredit

petani peserta dilarang mengalihkan hak atas tanahnya, kecuali mendapat izin
dari Pemerintah Dacrah,

Pasal 8 .
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Pasal 8
Petani peserta plasma mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai berjkut -

I Kewajiban petani -

a. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan vang telah ditetapkan berdasarkan
kesepakatan.

b Petani wajib menandatangani  akad kredit  setelah kebun  memenuhi
persyaratan teknis.

0

Melaksanakan pencicilan kredit dari pemotongan penjualan TRY bruto
maksimal 30 % setelah pengalihan kebun / akad kredit.

d. Menjual hasil produksi TBS kebun plasma kepada Perusahaan Inii melaly;
Koperasi baik pada masa pasca pelaksanaan Sampai peremajaan kebun

D

Menverahkan sertifikat kapling kebun plasma  kepada Bank Pelaksana
melalui Perusahaan Inti sampai kredit lunas.

r Bergabung dalam wadah organisas kelompok tani

2. Hak-hak Petanj -

1. Menerima kebun plasme sesyni dengan standar teknig vang ditetapkan Tim
terpadu oleh Pemerintah Daerah

b, Memperoleh 1aminan pemasaran hast! dari Pernsahaan Inti.
¢ Memperoleh pembinaan tehnis kehun dari Perusahaan Inti

BAB VY
TATA CARA KONSOLIDAST TANAH

Pasal 9

(1) Setiap kegiatan pembangunan perkebunan Pola Kemitraan dengan fasilitas dana
KKPA . proses penataan lahan dan pemberian sertifikat hak milik dilaksanakan
melalui Konsolidasi Tanah Pedesaan / Pertanian.

(2) Secara fungsional pelaksanaan konsolidasi tanah adalah tugas Badan Pertanahan
Nasional Propinsi / Kantor Pertanahan Kabupaten yang dikoordinasikan
sepenuhnya dencan Perusahaan Int dan Pemerintah  Daerah Tingkat 11 /
Kabupaten.

{3) Tata Cara Kerja Konsolidasi Tanah Pedesaan meliputi antara Jain

a. Penetapan lokas; konsolidasi tanah dengan SK_ Bupati Kepala Dacrah
Tingkat 11 Batang Tari-

b Tdentifikasi subyek dan obyek calon perserta;

¢ Pengukuran pemilikan tanah awal calon peserta,

d Pengukuran




co

d. Penoukuran keliling lokasi-

Pergukuran dan pemetaan tofografi dan pengetinaan tanah:

D

£ Pembnatan Blok Plan / pra Desain Penatagn lahan:

£ Pembuatan Net Desain Penataan lahan / kapling peserta:
h' Musyawarah alokasi kapling hasi] penataan:
I Pelepasan hak sementara kepada negara untuk dilaksanakan penataan,

i Pensesahan Iokasi menjadi Obyek Konsolidasi Tanah oleh Menteri Neeara
Aoraria;

k. Realokasi;
b Penausulan / penerbitan SK Pemberian Hak Milik:
m. Sertifikat.

(4) Setiap permasalahan yang ada dari kcgiatan-ke_r__tiafan tersebut diatas dicelesaikan
seeara terpach oleh TIM KOOR DINASI Konsolidasi Tanah Kabupaten

(5) Setiap calon peserta Konsolidasi Tanah dalam ranaka pir — Kop Kemitraan harus
mengaisi dan menandatangani blangko daftar isjan vang formatnya sudah haky

sesuai  petunjuk pelaksanaan Peratyran Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1907

(6) Kegiatan Land Clearing dilaksanakan oleh perusahaan inti, sesudah kegiatan
pada poin 3 b dan 3 ¢ selesai dan tidak terjadi permasalahan

(7) Selama proses konsolidasi tapal betum selesai calon peserta tidak bolch/di}amng
mengalihkan hak tanahnya. kecuyali mendapat izin dari Pemerintah Daerah
Kabupaten

BAB VI
HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA
KOPERAS] DENGAN PERY SAHAAN INTI

Pasal 10

(1) Untuk menciptakan  kemitraan Koperasi dan Perusahaan Intj diperlukan
keterbukaan.

(2) Kemitraan Perusahaan Inti dan Koperasi borlangstmg secara  utuh  dan
herkesirmmlmngnn

(3) Kemitraan tersebut diwnjudican dalam bentyl Perjanjian Kerjasama antarg 2
i Jan;

Pihak (Koperasi dan Perusahaan Inti) yang diketahui oleh Bupati Kepala
Dacrah,

Pasal 11
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Pasal 11
perasi mempunyaj hak-hak yang meliputj -

Mempernleh bimbinoan dan pembinan manajemen Koperasi dari Perusahaan
Inti sesuaj ketentuan vang heriaky.

Memperoleh laporan tentang pembangunan figik kebun dari Konsultan
Pengawas/Pemsehaan Inti setiap bulan

Memperoleh kesempatan untyk memiliki saham ynit pengolahan hasil pada
perusahaan inti segyaj kesepakatan kedun belah pihak setelah pabrik
mencapai titik impas (BEP)

Memperoleh fee dari bunga sisa hutang yang besarnva sesyai ketentuan
perbankan vang berlaky terhitung sejak saat pengembalian kredit

Memperoleh kebun kelapa sawit yang memenuhi  standar teknis  dan
selanjutnya diserahkan kepada anggota koperasi (petan; peserta plasma).

perasi mempunyai kewajiban yang meliputi -

Melakukan tugas  sebagai pelaksana/penyalyr dalam pemberian KKPA
sebagaimana ditentukan  dalam SK.  Direksi Bank Indonesia  Ng.
3VAS/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998

Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana

Menyampaikan daftar Calon Petan; Peserta Plasma (CPPP) dan Calon Lahan
(CL) kepada Perusahaan Inti yang telah diseleks;

Mengikuti  secara aktif perkembangan pelaksana  kebun plasma oleh
Perusahaan Inti dan mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang
timbul

Tkut aktif dalam proses pembangunan kehnn

Melaksanakan penganekutan hasj] produksi petani peserta plasma ke pabrik
dan penyediaan sarana prodiksi (saprodi).

Mengkoordinir kelompok tan; untuk pemeliharaan jalan prodnksi/koleksi,
pemeliharaan tanaman dan panen setelah pengalihan kebun

Membina petani peserta plasma dalam pengelolaan kebun secara bersama
melalui kelompok tanj

Mencegah dan melarang petan; anggota Koperasi untulk menjual produksi

et

kepada pihak lain kecuali ke pabrik milik Perysahaan Inti dan mencegah
adanya pungutan dilnar ketentuan,

Menginformasikan besarnya posisi kredit, anosuran dan posisi kredit etani
g ya g
peserta plasma setiap tiga bulan melalui ketua kelompok tani

k. Mengkoordinir
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a.

h.

)

-10.

Mengkoordinir penverahan lahan petani kepada Perusahaan Int sesuai
dengan kesepakatan,

Pasal 12

) Perusahaan Inti mempunyai hak-hak sebagai berikyt -

Menentukan sistim manajemen yntuk menjamin muyty kebun, produktifitas
dan kelancaran pelunasan kredit

Memperoleh daftar Petani, lokasi dan luas lahan pemilikan serta menentukan
fata ruangnva.

Memperaleh manajemen fee/overhead coet vang hesarnya akan diatur lebih
lanjut sesiiai dengan kesepakatan,

Membeli seluryh produksi petani Peserta untuk  diolah g pabrik milik
Periisahaan Tnt baik pada masa pelaksanaan maupun pasea pelaksanaan

Memperoleh sigq lahan setelah dikurangi Prasarana fasilitas umum dari
perjanjian / kesepakatan dengan koperasi/petan; veserta untuk kehun ingi

Perisahaan Tnti mempunyai kewajihan yang meliputi -

a.

b

n

(a3

=2

h

Bertindak sebagai penjamin kredit (avalis) sehelym pengalihan kebyn

Membangun kebun plasma dan pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai standar
teknis yang ditetapkan pemerintah.

Meningkatkan kemampuan Kelompok Tanj dan  Koperas agar dapat
melaksanakan manajemen produksi. keuangan dan lain-lain,

Menanggung kerugian akibat kelalaian dalam membangun Kebun plasma
yang tidak sesyaj dengan standar teknis.

Menyerahkan kehun plasma kepada Koperasi tepat pada waktunva dengan
muty sesuai standar teknis,

Membeli <elumh produksi kebinn plasma denoan harga pasar vang berlaky
sesuai ketentuan pemerintah daerah pada saat ity

Memberi kesempatan kepada Koperasi yntuk memiliki saham pabrik
Pengolahan kelapa sawit kepada Koperasi setelah pabrik mencapai titik impas
{(BEP).

Membina Koperasi/petan; dalam pemelirahaan kebyn plasma sebelum dan
setelah penoalihan kebun.

Menyampaikan laporan minimal setiap 3 bulan sekal; (triwulan) kepada
Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi Pengusaha Keci] dan Menengah
mengenai kemajuan fisik pembangunan kehbun dan pencairan dana kredit
serta permasalahan yang ditemu;.
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“ BAB VI
TAHAPAN PEMBANGUNAN PI.LASMA
KELAPA SAWT POLA KEMIT RAAN KKPA

Pasal 13

(1) Penvuluhan kepada masyarakat ¢

alon petani peserta plasma oleh Perusahaan Inti
bersama instansi terkait.

(2) Kelompok tant/desa memhy

at surat pernvataan kesediaan ikut Pola Kemitraan
KKPA kelapa sawit

(3) Pendaftaran dan seleksi calon petani peserta plasma oleh Koperas; (dilengkapi
kesediaan rekapHng/konsolidasi lahan milik petani peserta plsma ).

(4) Bloking areal oleh Perusahaan Inti,

(5) Pengukuran calon lahan petani oleh Perys

ahaan Intj bersama petani pemilik dan
Pemerintah Daerah.

(6) Penerbitan Gamb

ar Tanzh yang meliputi letak. Iy
tanah,

as dan batas-hatag kepemilikan

(7) Menginf‘ormasikan kepada calon pet

ani peserta plasm
pemberian nomor persil o]

a hasil pengukuran dan
eh Perusahaan Inti.

(8) Penvusunan desi

gn areal yang
koleksi

akan dibanaun (
. Jembatan. saluran draj

jalan utama, jalan produksi, jalan
nase, blok dily oleh Perusahaan Ingi

(9) Pembangunan fisik kebun plasma (1alan, jemhata

pembukaan lahan, pananaman/pemeliharaan kel

N, pembibitan, saluran dr
Inti dengan melibatkan Koperasi sesuai dengan k

apa sawit, dil) oleh
esepakatan.

ainase,
Perisahaan

(10)Proses pengurusan s

ertifikat melalyj konsolidasi tan
Pertanahan

ah diajukan kepada Tnstansi

(1 ) Penetapan kapling dan

pembentukan kelompok ¢
instansi terkait berdasark

ani oleh Perusah
an kesepakatan

aan Inti dan

(12)Penilaian fisik kebun oleh konsyltan Pengawas yang ditunjuk oleh Bank

BAB v11
PROSES PENGALIHAN KEBUN

PLASMA
KEPADA PETAN] PESERTA MEL

ALUT KOPERAST

Pasal 14

Pengurysan
dimulai 6 Pyl
pelaksanaan (

penyelesaian sertifikas hak milik
an setelah tanam dan h
pembanginan kebun).

atas nama

petani peserta plasma
arus sudah selesaj

12 bulan sebelum masa

Pasal 15



Pasal 15§
Usul Pengalihan Kebun Plasma antara fain melipnti -

Perusahaan Inti sudah harug mengajukan syl pengalihan kebun plasma kepada
Tim Penilai 6 bulan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan dilampiri dokumen
vang diperhikan secara lengkap.

Perusahaan Inti minimal 6 bulan setelah tanam telah melaksanakan pra kapling.

Apabila dokumen kelengkapan nsulan Perusahaan Tnti tidak lengkap/jelas, maka
fim penilai segera mengembalikannya kepada perusahaan Ingi paling lambat 1
mingau setelah diterima

Perusahaan 1Inti segera melengkapi/memperielns dokumen sesyai dengan
permintaan tim penilai dan mengembalikannya kepada Bank Pelaksana paling
lambat 1 (saty) bulan,

Tim penilai setelah menerima dokumen Segera mengadakan penelitian dan
penilaian teknis kebun

Bagi kebun yang telah berproduks; pembagian hasil sebagai berikut -

a  Sebelum umur fanaman 48 bulan (sebelum masa pelaksanaan berakhir) maka
hasil produksi setelah dipotong biaya panen dan transportasi, 30 %% yntuk
petani dan 70 o untuk  perusahaan  Inti atan  sesuai dengan
ke‘:epakatan_/perjanjian kedua belah pihak

b Sesudah ymyr fanaman 48 bulan hila terlambat pengalihan kebun, areal
tersebut dipanen oleh petani peserta’hamparan, maka 70 % dari produksi
menjadi milik petan; dan 30 % ungyk angsuran kredit petani Sedangkan
biava pemeliharaan kebun tetap menjadi tangaung jawab Perusahaan Ingi
sampai pengalihan kehyn dilaksanakan

¢ Sesudah akad kredit / pengalihan  kehun dipanen  oleh petani
peserta‘hamparan. maka 70% dari produksi menjadi - milik petani dan 30%
untuk angsuran kredit petani. Sedangkan biava pemeliharaan kebun tetap
menjadi tangenne jawab petan; peserta.

Pasal 16
Penilaian Fisik Kebun Plasma

Kegiatan Penilajan Fisik Kebun dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

Penilaian awal dilakukan oleh Petani, Koperasi dan Perusahaan Inti dibawah
bimbingan Dinas Perkebunan | dengan tahapan sebagai berikut -

a. Penilaian aw! dilaksanakan paling lambat pada saat tanaman berumur 3.5
tahun.

b Sebelum dilakykan penilaian awal Dinas Perkebunan melakukan latihan Tata
cara penilaian haik tethadap unsyr Perusahaan Inti dan unsur petani
/kaperasi,

d. Penilaian gwal dilakukan terhadap semua kapling melalui pengumpulan data

pohon demi pohon.

2. Penilajan ...

o



2

" i

Penilaian  akhir untuk  penverahan kebhun kepada petan; peserta/koperasi
dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya masa pelaksanaan yang dilaksanakan
nleh Tim yang terdiri dari Dipag Perkebunan, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil
dan Menengah, Instansi Terkait, dan Bank Pelaksana vang disaksikan oleh Petani
Peserta dan Perusahaan Inti dibawah koordinas; Pemerintah Daerah, dengan
tahapan :

2. Perusahaan TInt sudah  hanys mengajukan  permohonan kepada Dinas
Perkebunan selaky Ketua Tim Penilai, untyk melaksanakan pentlaian fisik
kebun plasma yang akan dialihkan « (enam ) bhulap sebelum berakhimya
masa pelaksanaan dengan tembusan kepada Bant: Pelaksana

h Selanjutnva 14 hari  setelah diterimanya permohonan  tersebyt. Dinas
Perkebunan bersama anggota Tim Penilai sudaly harus melakukan koordinasi
dengan Rank Pelaksana untuk menentukan jaduwg] pelaksanaan pentlaian fisilk
kebun palsma

¢ Penilaian figik kebun plasma dilaksanakan Secara sensus oleh Tim Penilaj
Fisik yang disaksikan oleh calon petanj peserta bersama Perusahaan Inti dan

Jumlah tim disesuaikan dengan luas vang akan dinilai

d. Hasil Penilaian Fisik Kebun plasma tersebut harng dituangkan dalam suaty
Berita Acara yang mengikat sepmua pthak.

¢ Seluruh proses penilaian fisik harys sudah seclesai sclambat—]ambatnya 2 bulan
sebelum berakhir masa pelaksanaan

Pasal 17

Biaya penilaian awal dan penilaian alkhir ditanggung oleh Perusahaan Inti

yang termasuk dalam plafon kredit pembangunan.

Pasal 18
Proses Penj\'emhan/Pengalihan Kebun

Penyerahan/Pcnga!ihan kebun plasma dapat dilaksanakan dengan syarat-

Svarat sebagai berikys-

1

8]

“ad

N

Pengarahan/PemMnnan terpadu olch TP3p 1

Kebun layak dialihkan secara teknis.

Jumlah kredit petani harus dijdlaskan oleh TPID 17 seprq Bank Pelaksana
Copy sertifikat diserahkan kepada petani.

Membuat Berita Acara penyerahan kebun vang disaksikan oleh TP3D I .

BAB vIlJ
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal |9

(1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan perkebunan  Ppola

Kemitraan KKPA. pembinaan dan pengendalian oleh Bupati Kepala Dacrah
dalam wadah foram TP3D 17

(2) Dinas .
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(?) Dinas Perkebunan dan Dinas Koperasi Pengusaha Keeil dan Menengah berserin

Jajarannya melaksanakan npembinaan dan pengendalian sesya; dengan bidangnya
maf«'ing-nmsing.

Pasal 20

Dinas Pekebunan beserta Jajarannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian
sebagai herikyt -

I Suvervisi minimal 6 fenam) bulan sekal; tentang teknig Pembangunan kehyn
plasma.

2

Melaksanakan bimbingan dan penvuluhan untyk meningkatkan kemampuan
kelompok tani

3. Mengkoordinir pelaksanan penilaian fisik kehyn plasma sebagai dasar untk
penverahan kebpn kepada petani peserta.

1 Memonjtor relaksanaan pembangunan kebun dan komponen Penunjangnya.
5 Membann, menyelesaikan masalah yang timbul hereama Instansi terkait
6. Menvampaikan laporan  triwylan kepada Bupati Kepala Daerah tentang
pelaksanaan Pola Kemitraan KKpa dibidangnya
Pasal 21

Dinas  Koperasi Pengusaha  Kecjl dan Menengah  beserta jajarannya
melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagai herikut -

1. Meningkatkan kemampuan pengurus Koperasi yang bermitra.

89

Meningkatkan kemajnan dan pcrkcmbangan usaha koperasi
3. Menertibkan administrasi penyaluran dan pengembalian kredit KKpA

4. Membanty kelancaran Kaperasi dalam penyediaan pupuk dan sarana produksj
kelapa sawit terutama bagi kebun plasma vang telap dialihkan

5. Membanty menyelesaikan  masalah yang  timbul  antara koperasi dengan
Perusahaan Inti

6. Menvampaikan laporan  triwulan kepada Rupati Kepala Daerah tentang
Pelaksanaan Pola Kemitraan KKpa dibidangnya.

7. Melakukan suvervisi ke Koperasj 3 (tiga) bulan sekal;

Pasal 22

Pemerintah Daerah bersama instansi terkait ( Bank Indonesia. Badan Pertanahan
Nasional, Dinas Kehutanan. Bank Pelaksana ) membantu kelancaran pelaksanaan
Pola Kemitraan KKPA.
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RAR 1Y
KETENTUAN pj DANA

Pasal 23

(1) Barang siapa y
Peraturan Daer
atau dend

ang melakukan pelanggaran terhadap ketenty
ah ini dikenakan pidana kurungan selama.|

an yang diatur dalam
a soﬁnggi-tinggiwa Rp. 50000 (1im

amanya 6 (enam) bulan
a puluh ribu rupiah),
(2) Tindak pidana sehagaim

ana dimaksud ayat (mp
pelangoaran.

asal ini adalah tindak pidana

Pasal 24

Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini sel
dapat pula dilakukan oleh Pen

ain dilakukan oleh Penvidik
herdasarkan Peraturan Perund

vidik Pegawai Negeri Si
ang-undangan vang berlaky

Umum
pil (PPNS) vang ditunjuk

Pasal 25

Dalam melakukan Penvidikan Penvidik Pegay ipil mempedomani
ketentuan Peraturan Pemndang-undangan vang berlaky mengenaj wewenang
Penvidik Pegawai Negeri Sipil

vai Negeri S

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 26

(1) Apabila Proses pengalihan kebun plasma d

peserta mengalami hambatan karena sesy
mingeu setelah berakhirny
berikut -

ari Perusahaan Inti

atu hal maka sel
@ masa pelaksanaan harys

kepada petani
ambat-lambatnya 2
melakukan hal-hal sebagai
a Perusah

aan Inti memhyat laporan tent
altern

ang permasalahan
atifpemecahannya untuk diputusk

vang ada berikyt
an oleh TP3D 7.

b Apahila keputusan vang dj

ambil oleh TP3p 7y tid
permasalaban. maka dife

ak dapat menyelesaikan
ruskan kepada Pejabat vang berwenang.

(2) Perusahaan Intt

vang telah melaksanakan Pcmhangunan, Pengcmha.ngan
Perkebunan Plasma dengan fasilifas KKPA sehelum ffit(rmplcannya Keputusan ini
agar menvesuaikan dengan ketentian ini

BAB X1
PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal vang belum diatyr dalam Per

aturan Daerah ini akan diatur lehih lanjut
oleh Bupati Kepala Dacrah

Pasal 28
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Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan
Agar supava setiap orang da
Peraturan Daerah inj dengan men

Daerah Tingkat 11 Batang Harj.

pat mengetahuinva. memerintah

kan pengundangan
empatkannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten

Ditetapkan di - Muara Bulian.
pada tanggal - 20 Pebriari 1009,

DEWANTPERWAKILAN RAKYAT DAER AH BUPATIKEPALA DAERAH
_,K;AB?;?PA?IW}{;D@ERAH TINGKAT 11
£/ X3, T '

NGKAT 11 BATANG HARI

N

AR/

DIS A H X AN
l{/ DENGAN KEPUTUSAN puReRy! s

KOH. TK T JAMBI |

{TOL_10 APRIL 1999 N, I1]/TK /HK iy %
Ao GUBERNLZ Vo TIC 7 AMBI

T
S A

0CH._HUEIN MATID, (b
¥/ M43 000 0993

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BATANG HAR!

NOMOR: TAHUN: 1999 SERI: ¢ NOMOR. |

A™A mn e
A B il
VA H

BULIAN, 29 APRLC 1999,
v unn/DAERAH

\
\ )
—_—
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PENJIELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITBATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN. DAN PEMBINA AN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN PEMANFAATAN KREDIT
KOPERAST PRIMER UNTUK ANGGOTANY A (KKPA) DI KABUPATEN

DAERAH TINGKAT I BATANG T1AR]

PENIET,ASAN UMUNM

Penyusunan Peraturan Daerah fentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan ;
dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit Pala Kemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer
Untuk Anggotanya (KKPA) dj Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang Hari dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan pr;*,mndang—nndangan vang berlakny dengan tujuan agar pembangunan,
pPengembangan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dj Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Batang Hari lehih tertib, saling mendukung, mengisi_ dan saling menguntungkan antara
Pemitra (Perusahaan dan petani peserta pola kemitraan),

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ipi juga diharapkan agar Perusahaan Perkebunan
Besar yang telah memenuhi persvaratan sehagai inti dan petani peserta sebagai anggota kaperasi
dapat bekeria sama (bermitra) dengan baik dan fidak ada vang dirngikan antara saty sama lain
sehingoa dengan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan ini
yang pada gilirannya khususnya adalah unfuk membehaskan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat
1T Batang Hari (vang tergolong masyarakat miskin) dari kemiskinan dan pembangunan daerah dapat
diwujudkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Culup jelas
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pazal & Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18




Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukuyp jelas.

18 -
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